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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) 

Lembaga Administrasi Negara 

Pracoyo C. Nugroho, Asropi, Ridwan Rajab 

Pracoyo.cn@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

“No Wrong Door Policy” merupakan suatu konsep pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik yang mengutamakan prinsip melayani pengaduan dari berbagai 

pihak dan berbagai jenis sekaligus memastikan bahwasanya pengaduan tersebut 

disampaikan kepada penyelenggara layanan publik yang berwenang dalam 

menindaklanjutinya. Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan 

publik melalui partisipasi masyarakat dalam memberikan pengaduan terhadap 

perbaikan pelayanan publik yang dirasa tidak sesuai dengan standar. Oleh karena 

itu berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62/2018 mengamanatkan setiap 

instansi pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh pengaduannya ke dalam satu 

kanal aplikasi SP4N-LAPOR!. penelitian ini dilaksanakan di Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian dibawah koordinator Kementerian PAN RB dan bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SP4N-

LAPOR! serta memberikan strategi dalam mengintegrasikan pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik di LAN. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik mengumpulkan 

data melalui triangulasi yakni penggabungan teknik pengamatan, wawancara, juga 

telaah dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan SP4N-LAPOR! di LAN antara lain tidak 

adanya sosialisasi SP4N-LAPOR! baik kepada pihak internal maupun eksternal, 

kurangnya komitmen pimpinan dalam mengalokasikan anggaran pengelolaan 

pengaduan serta pengembangan kompetensi teknis pengelola pengaduan. Dan 

terakhir masih banyaknya kanal-kanal pengaduan melalui media sosial yang 

menerima pengaduan. Adapun startegi yang digunakan dalam mengintegrasikan 

pengelolaan pengaduan ke dalam SP4N-LAPOR! terbagi menjadi 3 aspek yaitu 

peningkatan partisipasi stakeholders eksternal dan internal, penguatan kelembagaan 

dan SDM, serta penguatan kapabilitas SP4N-LAPOR!. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Pengaduan, SP4N 

LAPOR!  
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ABSTRACT 

Policy Implementation of Complaints Handling System SP4N-LAPOR! at The 

National Institute of Public Administration (NIPA)  

Pracoyo C. Nugroho, Asropi, Ridwan Rajab 

Pracoyo.cn@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

 

"No Wrong Door Policy" is a public complaint handling management concept that 

prioritizes the principle of handling complaints from various parties and types 

while ensuring the complaint is submitted to the authorized public service provider 

for follow-up. The government continues to improve the public services quality 

through public participation in making complaints for the improvement of public 

services that are considered not meeting the standards. Therefore, based on the 

Ministerial Regulation of Minister of Administrative and Bureaucratic Reform 

Number 62/2018 mandates every government agency to integrate all complaints 

into one in SP4N-LAPOR! application. This research was conducted at the State 

Administrative Agency which is a Non-Ministerial Government Agency under the 

coordinator of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform and aimed 

to find out the factors that influence the implementation of the SP4N-LAPOR! policy 

and provide strategies for integrating public complaint handling management at 

State Administrative Agency. This research used a qualitative method with data 

collection techniques through triangulation, namely the combination of 

observation, interview, and documentation review. Based on the results of the study, 

it was found that the factors that influence the implementation of the SP4N-LAPOR! 

policy at State Administrative Agency includes the absence of SP4N-LAPOR! roll 

out to both internal and external parties, the lack of commitment in leadership while 

allocating a budget for complaints management and developing the technical 

competence of complaints managers. Then, there are still many complaint channels 

through social media that receive complaints. The strategies used in integrating 

complaints management into SP4N-LAPOR! are divided into 3 aspects, namely 

increasing the participation of external and internal stakeholders, strengthening 

agencies and human resources, and strengthening SP4N-LAPOR! capabilities. 

Keywords : Policy Implementation, Complaints Handling, SP4N LAPOR!, No 

Wrong Door Policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Slogan “No Wrong Door Policy” merupakan suatu konsep pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik yang mengutamakan prinsip melayani aduan dari 

berbagai pihak berbagai jenis sekaligus memastikan bahwasanya pengaduan 

tersebut disampaikan menuju penyelenggara layanan publik dengan 

kewenangan terkait agar bisa memprosesnya (Ditjen Aplikasi Informatika, 

2021). Konsep ini telah diusung oleh beberapa negara maju seperti Korea 

Selatan yang dinilai telah berhasil mengintegrasikan layanan pengaduan multi 

sektor dalam satu platform bernama e-people. E-people ini adalah portal publik 

yang terkait tentang aspirasi dan pengaduan masyarakat Korea Selatan yang 

telah diluncurkan pada tahun 2003. Tujuan portal ini adalah untuk menanggapi 

isu-isu publik yang berkaitan dengan pengelolaan layanan pengaduan, diskusi 

kebijakan, dan permasalahan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, selain itu 

juga portal ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat korea untuk 

mengungkapkan aspirasinya melalui ide-ide kreatif guna perbaikan kebijakan 

publik di negara “gingseng” tersebut. 

 

Gambar1.1 portal aspirasi dan pengaduan masyarakat Korea Selatan 

(Sumber : epeople.go.kr diunggah pada 2 Mei 2023) 
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        Belajar dari pengelolaan pengaduan yang dikembangkan oleh Korea 

Selatan dapat dijelaskan bahwa pengelolaan pengaduan yang baik sangat 

bermanfaat untuk pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, melalui 

pengaduan tersebut penyelenggara dapat memastikan bahwa pelayanan yang 

diberikannya sejalan pada kebutuhan dan apa yang menjadi harapan dari 

penerima pelayanan. Pemerintah Korea Selatan menyediakan kanal berupa 

Platform e-people yang menjadi sebuah saluran komunikasi bagi penyelenggara 

dan penerima pelayanan publik terkait usaha meningkatkan kualitas pelayanan 

publiknya. Sementara itu hal serupa juga dilakukan oleh “Negeri Jiran”, 

Malaysia, penanganan pengaduan pelayanan publik dilaksanakan oleh 

Lembaga khusus yang diberikan mandat untuk menangani pengaduan yang 

bernama Public Complaint Bureau (PCB) atau Biro Pengaduan Awam dibawah 

Jabatan Perdana Menteri yang telah didirikan sejak tahun 1971 dengan tujuan 

menangani pengaduan masyarakat Malaysia terhadap kinerja pegawai negeri 

sipil (PNS) yang dianggap tidak adil dalam melayani masyarakat, 

penyalahgunaan kewenangan, keterlambatan pelayanan publik, aduan terkait 

dengan fasilitas umum serta berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. Biro Pengaduan Awam ini membuka kanal layanan pengaduan 

masyarakat melalui website dengan alamat www.pcb.gov.my atau dapat juga 

mengadukan melalui aplikasi “Respons Rakyat” yang dapat diunggah pada 

android maupun IoS. Berikut Contoh Aplikasi Respons Rakyat yang merupakan 

kanal aduan masyarakat Malaysia. 

 

Gambar1.2 Aplikasi Respons Rakyat 

(Sumber : pcb.gov.my diunggah pada 3 Mei 2023) 

 

http://www.pcb.gov.my/
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        Sementara itu konsep layanan pengaduan dan aspirasi publik di Indonesia 

telah digagas sejak dideklarasikannya Open Government Partnership (OGP) 

pada 20 September 2011 yang merupakan kerjasama global dalam mendukung 

terwujudnya pemerintahan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan efektif. 

Dalam implementasinya, Indonesia mengupayakan adanya transparansi, 

partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 

memanfaatkan instrument UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.      

        Merujuk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik pada pasal 36 dan pasal 37 menjelaskan lembaga yang menjadi 

penyelenggara layanan publik memiliki kewajiban untuk menjamin 

ketersediaan sarana untuk aduan dan memberikan tugas bagi pelaksana secara 

berkompeten untuk melakukan manajemen pengaduan. Tidak hanya itu, 

penyelenggara juga harus melakukan penyusunan tata cara mengelola 

pengaduan yang difokuskan pada prinsip atau asas cepat dan tuntas. Dalam hal 

ini pemerintah didorong untuk menyediakan kanal aspirasi dan pengaduan 

publik yang bisa dijangkau masyarakat menyeluruh mengenai penyampaian 

aspirasi, saran, serta aduan pada pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara 

pemerintahan. Aduan yang diberikan oleh masyarakat menjadi salah satu 

bentuk kontrol dengan keterlibatan masyarakat sebagai partisipasi maupun 

upaya dalam mengevaluasi pelayanan pemerintah bisa dilakukan dengan 

pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat yang ditujukan untuk 

penyelenggara pelayanan publik (Nazara, 2022). 

        Sementara itu Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 menjelaskan 

bahwa pengelolaan pengaduan merupakan rangkaian proses dalam menangani 

aduan yang berdasarkan pada proses maupun tata kelola pengaduan. Saat ini 

pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan mutu layanan publik 

dengan cara meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi 

memberikan pengaduan terhadap pelayanan dimana tidak sesuai standar 

pelayanan dan terindikasi adanya pelanggaran dalam pemberian pelayanan. Di 
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dalam Peraturan Presiden tersebut juga memuat tentang hak-hak pengadu, 

kewajiban penyelenggara negara dan pengelola pengaduan, mekanisme 

penyelesaian pengaduan serta perlindungan atas pengaduan yang dilayangkan 

kepada penyelenggara pelayanan dengan jaminan kerahasiaan identitas 

pengadu. 

        Menurut Jannele Barlow and Claus Moller dalam bukunya “A Complaint 

is a Gift” menyebutkan keluhan masyarakat atau penerima pelayanan bukanlah 

merupakan gangguan yang harus dihindari, ditolak atau dihilangkan, melainkan 

dapat menjadi umpan balik yang berharga bagi penyelenggara pelayanan dalam 

menyadarkan bahwa program-program yang dijalankan tidak mencapai tujuan 

yang diharapkan. Selama ini dikalangan penyelenggara pelayanan publik, 

pengaduan masih banyak dianggap sebagai sebuah momok atau sesuatu yang 

buruk yang harus ditutupi, padahal dengan adanya saluran pengaduan 

pemerintah bisa memiliki input untuk melakukan upaya perubahan. 

        Pengaduan yang ditangani dengan efektif serta memberi solusi dalam 

memecahkan permasalahan untuk masyarakat bisa berperan langsung pada 

upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan secara baik serta meningkatkan 

fungsi dari layanan publik. Pengaduan bisa dianalogikan sebagai upaya 

partisipasi masyarakat untuk mengawasi program pembangunan pemerintah 

dalam mengurangi kasus korupsi dan timbulnya konflik sekaligus 

meningkatkan keamanan di kalangan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk 

mengintegrasikan tata kelola pelayanan pengaduan dari seluruh instansi pusat 

dan daerah yang selama ini dinilai masih dikelola belum masif dan belum 

terjalin koordinasi secara baik. Hal ini mengakibatkan timbulnya penanganan 

secara ganda pada suatu pengaduan masyarakat. Tidak hanya itu, bisa saja 

pengaduan masyarakat tidak tertangani oleh instansi yang menyelenggarakan 

pemerintahan terkait dikarenakan tidak merasa bahwa aduan tersebut bagian 

dari tugas dan wewenang yang dimiliki (Mursalim, 2018). 

        Merujuk Undang-undang pelayanan publik serta Peraturan Presiden 

mengenai Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik maka Pemerintah 
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kemudian mendorong adanya pembangunan portal nasional yang dapat 

memberikan akses publik terhadap pelayanan informasi serta pengaduan atas 

penyelenggaraan layanan publik yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional, yang kemudian diperbaharui 

dengan terbitnya PerMenPAN RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi 

Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR), dimana Kementerian PAN RB 

ditunjuk menjadi koordinator dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

secara nasional. 

        SP4N sendiri yakni sistem terintegrasi pada  pengelolaan pengaduan yang 

dilaksanakan dalam jenjang-jenjang tertentu untuk masing-masing 

penyelenggara pelayanan dalam kerangka Sistem Informasi Pelayanan Publik 

(SIPP), sementara itu dimana pelaksanaannya SP4N memanfaatkan aplikasi 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat LAPOR! yang 

kemudian dikenal dengan SP4N-LAPOR! yang merupakan aplikasi layanan 

untuk menyampaikan seluruh aspirasi maupun aduan rakyat yang 

diselenggarakan melalui daring dan terintegrasi dalam lingkup nasional. 

        LAPOR! merupakan usaha yang dilangsungkan dalam mempercepat 

responsibilitas, mengkoordinir pemerintahan secara vertikal dan horizontal, 

maupun memberikan tindak lanjut problematika yang ada di tengah masyarakat 

yang belum dibatasi pada dimensi waktu ataupun tempat, LAPOR! akan 

mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, serta memberi acuan dan 

stimulan agar masyarakat bisa bersikap partisipatif dan aktif untuk membuat 

laporan aduan sebagai masukan untuk memperbaiki berbagai lini sehingga 

kinerja maupun pelayanan pemerintahan kualitasnya bisa terus ditingkatkan 

serta dapat menyelesaikan problematika yang dihadapi pelapor atau pengadu 

(Zulaikah et al., 2022). Adapun Penyelenggara pelayanan publik yakni 

pemerintah harus memiliki pemahaman bahwasanya masyarakat berhak 
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memperoleh pelayanan publik berkualitas, oleh karena itu, saat masyarakat 

yang menjadi penerima layanan yang memperoleh pelayanan dimana tidak 

sesuai pada kebutuhan dan harapannya, maka masyarakat dapat 

menyampaikannya melalui SP4N-LAPOR!. 

        Tujuan dari SP4N-LAPOR ini adalah untuk memperluas ruang publik 

dalam penyampaian aspirasi dan keluh kesahnya melalui kanal yang telah 

tersedia terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dengan 

konsep “no wrong door policy” yang juga dapat diartikan sebagai upaya 

pemerintah untuk menerima segala jenis pengaduan dari manapun serta 

memberikan jaminan pada setiap pengaduan agar bisa tersalurkan untuk seluruh 

pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan memiliki kewenangan 

dalam menangani aduan tersebut, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan 

dalam mengakomodir pengaduan kemudian setiap penyelenggara pelayanan 

publik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti atas laporan aduan yang 

disampaikan oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu.  

        Untuk mendukung kebijakan ini maka setiap unit pengelola pengaduan 

yang terdapat di Indonesia wajib mempunyai keterhubungan atau koneksi 

meliputi instansi pusat maupun pemerintah daerah sebagai suatu simpul (hub) 

untuk mengkordinasi manajemen aduan publik secara nasional sehingga 

seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat Indonesia dapat terintegrasi dan 

tercatat dalam satu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. 

Jadi setiap masyarakat bisa mengadukan seluruh keluh kesahnya terkait dengan 

pelayanan pemerintah yang terintegrasi melalui kanal SP4N-LAPOR! yang 

kemudian akan diterima oleh admin nasional dalam hal ini Kementerian 

PANRB untuk diidentifikasikan berdasarkan kewenangan setiap istansi, dan 

dilanjutkan ke admin instansional yang sudah ditunjuk disetiap Kementerian, 

Lembaga dan Pemerintah Daerah (pemda) untuk segera ditindaklanjuti.  

        SP4N-LAPOR! dapat juga diterjemahkan sebagai kanal aspirasi 

masyarakat yang dikembangkan pemerintah sebagai upaya mengevaluasi 

program-program pelayanan yang telah dicanangkan pemerintah telah 
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menyesuaikan kebutuhan dan harapan masyarakat  yang menjadi penerima 

pelayanan publik. SP4N-LAPOR! saat ini menyediakan sarana pengaduan 

yakni yaitu melalui website www.lapor.go.id, Short Message Service (SMS) 

dengan nomor 1708, media sosial Twitter dengan akun @lapor1708 dan 

aplikasi LAPOR! yang dapat di diunggah pada piranti sistem operasi Android 

dan IoS. Melalui berbagai kanal yang diberikan diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di negeri ini yang dapat dilakukan dengan melaporkan atau 

melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar 

yang berlaku. Berikut merupakan mekanisme pengaduan melalui SP4N-

LAPOR!. 

 

Gambar1.3 Portal Pengaduan SP4N-LAPOR! 

(Sumber : www.lapor.go.id diunggah 30 Juni 2023) 

        Sebagai sebuah aplikasi pengelolaan pengaduan, SP4N-LAPOR! 

Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penyampaian aduan 

mengenai pelayanan yang tidak menyesuaikan prosedur pada setiap kanal 

SP4N-LAPOR!, kemudian aduan tersebut akan langsung diverifikasi oleh 

admin nasional yang berada di Kementerian PANRB berdasarkan kategorinya 

untuk selanjutkan diteruskan kepada admin instansi yang berwenang dalam 

http://www.lapor.go.id/
http://www.lapor.go.id/
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menanggapi aduan tersebut dengan batas maksimal selama 3 hari kerja. Admin 

instansi ini merupakan petugas pengelola pengaduan yang ditunjuk oleh 

pimpinan instansi untuk menerima pengaduan yang diteruskan oleh admin 

nasional untuk segera ditanggapi atau dapat berkoordinasi dengan pejabat 

penghubung untuk segera memberikan tindak lanjut atas aduan tersebut 

maksimal selama 10 hari kerja sampai dengan pelapor/pengadu menerima 

tanggapan atas aduan tersebut. Berikut alur pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik sesuai SP4N-LAPOR!. 

 

Gambar1.4 Alur Proses Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N Lapor 

(Sumber : Laporan Tahunan SP4N-Lapor Kementerian PAN RB Tahun 2021) 

        Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPANRB) sebagai admin nasional merilis data laporan pengaduan yang 

masuk pada kanal lapor.go.id yang menyebutkan bahwa sejak SP4N-LAPOR 

diluncurkan sampai dengan tahun 2022 ini telah tercatat mengalami 

peningkatan jumlah keterhubungan instansi pemerintah dengan SP4N-LAPOR 

yang berjumlah 657 instansi yang tersusun atas 34 Kementerian, 100 Lembaga, 

396 Pemerintah Kabupaten, 93 Pemerintah kota dan 34 Pemerintah Provinsi.  
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Tabel 1.1 Jumlah Keterhubungan Instansi Pemerintah dengan SP4N-LAPOR 

 (Sumber : Laporan Tahunan SP4N-Lapor Kementerian PAN RB tahun 2021)  

 

        Sementara itu sejak tahun 2018-2022 jumlah laporan aduan yang diterima 

dari situs SP4N-LAPOR secara nasional mengalami peningkatan laporan 

pengaduan terutama di tahun 2019-2020. Data ini menjelaskan bahwa 

peningkatan partisipasi masyarakat terkait usaha meningkatkan kualitas 

pelayanan publik  dengan melayangkan keluhan dan aduannya melalui kanal 

pengaduan SP4N-LAPOR! serta meyakini bahwa masukan, aspirasi, 

pengaduan maupun permintaan informasi yang disampaikan dapat menjadi 

saran perbaikan pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publiknya. 

 

No. 

Kanal 

Pengaduan 

SP4N LAPOR 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Website 

lapor.go.id 
34.515 67.742 62.701 47.118 45.035 

2. SMS 1708 16.735 10.593 8.110 7.252 6.158 

3. Aplikasi lapor 5.696 7.891 13.568 8.790 12.173 

4. Twitter lapor 335 86 22 119 110 

 Total 60.281 86.312 84.401 63.279 63.476 

 

Tabel 1.2 Data Laporan Pengaduan Nasional pada SP4N LAPOR tahun 2018-2022 

(Sumber : www.lapor.go.id) 

http://www.lapor.go.id/
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        Dalam PerMenPAN Nomor 46 Tahun 2020 mengenai Roadmap SP4N 

Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa tata kelola SP4N terbagi menjadi 4 fase 

tahapan pengembangan antara lain, fase pertama dimulai pada tahun 2015 yang 

disebut dengan fragmented system atau mengelola pengaduan yang masih 

terbagi-bagi jenisnya, fase kedua tahun 2015-2019 yang termasuk fase tata 

kelola yang mana SP4N merupakan sistem yang sudah didefinisikan dan 

dihubungkan oleh setiap K/L/D, fase ketiga atau fase mature dimulai sejak 

tahun 2020-2024, pada fase ini dilakukan standarisasi serta menguatkan 

partisipasi K/L/D yang telah berintegrasi namun tidak menjadikan Lapor 

menjadi saluran utama manajemen pengaduan, dan harapannya di akhir tahun 

2024 mendatang SP4N Lapor menjadi sistem penobang rekonstruksi layanan 

public dengan tingkat kematangan atau mature yang tinggi. Dan fase keempat 

atau fase optimized system SP4N dapat digunakan secara optimal dan mampu 

bersaing dengan sistem pengaduan pelayanan publik yang dimiliki oleh negara-

negara lain. 

 

Gambar1.5 Tahapan Fase Pengembangan SP4N-LAPOR! 

(Sumber : Roadmap Sistem Pegelolaan Pengaduan Pelayanan Publik) 
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        Sayangnya memasuki fase ketiga pegembangan SP4N-LAPOR! yaitu 

rentang tahun 2020-2024 atau disebut dengan fase maturitas, Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) hingga saat ini belum mengintegrasikan 

pengelolaan pengaduan ke dalam SP4N-LAPOR!, hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya jumlah pengaduan masyarakat yang masih ditangani melalui kanal 

media sosial, webmail dan tatap muka sementara laporan pengaduan yang 

dierima melalui SP4N-LAPOR masih relatif sedikit. Banyaknya situs aduan 

dari media sosial misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan webmail yang 

dikelola masing-masing unit kerja membuat integrasi pengelolaan pengaduan 

SP4N-LAPOR! ini belum dapat dilakukan. Komitmen Lembaga Administrasi 

Negara untuk menjadikan SP4N-LAPOR! Sebagai kanal utama pengelolaan 

pengaduan sebagaimana amanat kebijakan ternyata masih belum optimal 

dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara hal ini dikarenakan setiap 

pengelola pengaduan masih menanggapi pengaduan dari berbagai kanal media 

sosial tersebut. Berikut data Laporan Pengelolaan Pengaduan di LAN pada 

periode 2018 sampai dengan 2022.  

 

No. 

Kanal 

Pengaduan 

LAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Media Sosial 24 31 7 104 310 

2. Webmail 7 11 3 12 120 

3. Tatap muka 2 6 0 1 81 

4. SP4N-LAPOR 0 1 5 5 1 

 

Tabel 1.3 Data Laporan Pengelolaan Pengaduan LAN Tahun 2018-2022 

(Sumber : laporan pengelolaan pengaduan LAN tahun 2018-2022) 

 

         Jumlah data pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR pada periode 

2018-2022 relatif sangat sedikit jika dibanding dengan pengaduan yang masuk 

melalui kanal pengaduan lain, ini menggambarkan bahwa LAN belum 

mengintegrasikan pengelolaan pengaduannya ke kanal SP4N-LAPOR!. 
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Masing-masing pengelola pengaduan di setiap unit kerja masih menerima aduan 

melalui media sosial karena dinilai lebih cepat namun dari jumlah pengaduan 

yang masuk melalui media sosial setiap unit kerja tidak terkeapitulasi dengan 

baik aduan-aduan yang telah ditangani, hal ini tentu saja menimbulkan adanya 

“pulau-pulau data” atau data yang tersebar di setiap unit kerja yang tidak 

terinventarisir mana saja yang sudah ditindak lanjuti atau belum. 

        Berbagai kanal layanan pengaduan pada setiap unit kerja ini menimbulkan 

permasalahan seperti tidak terakumulasinya data dalam satu pintu sehingga 

kesulitan dalam mengakomodir dan mengkoordinasikan setiap pengaduan yang 

masuk pada setiap unit kerja. Akibatnya Biro Hukum dan Humas yang 

diberikan mandat dalam pengelolaan pengaduan di LAN kesulitan dalam 

rekapitulasi laporan pengelolaan pengaduan secara berkala yang wajib 

dilaporkan setiap bulannya kepada Sekretaris Utama LAN sebagai penanggung 

jawab pengelolaan pengaduan. 

        Dalam hal ini LAN belum mengimplementasikan PerMenPANRB Nomor 

62 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan 

publik termasuk LAN wajib melaksanakan manajemen pada aduan layanan 

publik dan mengintegrasikannya dengan aplikasi SP4N-LAPOR. Hal ini 

juga dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa pengelolaan pengaduan 

termasuk aspek penting dalam mengoptimalisasikan sistem pemerintah yang 

berbasis elektronik maka di tahun 2020 aplikasi SP4N-LAPOR! ini ditetapkan  

menjadi aplikasi umum dalam sektor pengelolaan pengaduan dengan terbitnya 

Keputusan Menteri PANRB Nomor 680 Tahun 2020 tentang aplikasi umum 

bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, oleh karena itu setiap instansi 

pemerintah wajib memanfaatkan dan terhubung dengan SP4N-LAPOR! 

untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya. 

        Sebagaimana amanat pada peraturan tersebut SP4N-LAPOR memiliki 

tujuan untuk mengintegrasikan seluruh pengaduan secara nasional serta dapat 

dijadikan dasar terkait pengambilan keputusan, perbaikan dan penyempurnaan 
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pelayanan publik, membangun keterbukaan pemerintah dalam persoalan publik 

serta dapat menjadi platform yang dipercaya oleh masyarakat dalam 

penyelesaian pengaduan dan pelayanan informasi publik. Pengintegrasian 

secara nasional ini memiliki tujuan agar pengelolaan pengaduan tidak lagi 

dikelola secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah. 

        Menyikapi hal tersebut, dalam tataran kebijakan pengelolaan pengaduan 

di lingkungan LAN, sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara (PerKaLAN) Nomor 4 Tahun 2015 mengenai “Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Informasi Publik”, namun sudah 

tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan didalam peraturan tersebut 

masih belum mengacu pada PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Didalam PerKaLAN 

tersebut, pengelolaan pengaduan dan informasi publik masih bersifat 

konvensional dimana pengadu datang langsung ke meja pengaduan (helpdesk) 

yang bertempat di kantor LAN Veteran, yang kemudian ditindaklanjuti oleh 

petugas layanan pengaduan atau PPID untuk diselesaikan maksimal 14 (empat 

belas) hari kerja. Pada peraturan ini tentu saja belum menjalankan amanat pada 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang mewajibkan untuk 

mengintegrasikan seluruh aduan masyarakat dalam satu pintu layanan terpadu 

dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kanal SP4N LAPOR. Menteri 

PANRB menjadi koordinator dalam mengelola pengaduan pelayanan publik 

secara nasional terus mendorong setiap instansi pemerintah termasuk LAN 

untuk memiliki pemahaman yang sama, langkah yang terintegrasi maupun 

perilaku terkait upaya mengoptimalisasikan SP4N-LAPOR! ini.  

        Optimalisasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! perlu terus 

dilakukan dalam rangka menggapai sasaran nasional yang strategis demi 

terwujudnya sistem manajemen pengaduan secara responsive dan menjadi 

solusi yang handal, cepat, solusi cepat dan sistem aduan penanganan yang 

terpercaya. Hal ini juga sebagaimana usaha pemerintahan dalam mendukung 
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peningkatan mutu layanan publik dengan layanan pengaduan terpadu dan 

terintegrasi secara nasional. Berdasarkan sasaran inilah mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian terkait dengan “Bagaimana Strategi LAN dalam 

mengimplementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik  

Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). 

 

B. Identifikasi Masalah  

        Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayaanan Publik Nasional 

(SP4N-LAPOR) merupakan hal penting untuk segera diimplementasikan di 

Lembaga Administrasi Negara, namun saat ini permasalahan yang ada 

diantaranya : 

1. Terdapat banyak kanal pengaduan pelayanan publik yang dikelola setiap 

unit kerja di LAN yang menimbulkan banyaknya pulau-pulau data yang 

tersebar menyebabkan sulitnya merekapitulasi laporan pengelolaan 

pengaduan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di LAN. 

2. Pengaduan LAN masih didominasi melalui kanal-kanal media sosial 

sehingga tidak dapat menjamin pengaduan masyarakat dapat segera 

ditindaklanjuti dan memberikan solusi yang tepat atas pengaduan tersebut. 

3. Masih banyaknya pengaduan yang tidak sesuai dengan kewenangan LAN 

yang diterima melalui media sosial dan webmail. 

4. LAN belum menjalankan amanat PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2018 

untuk mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya ke 

kanal SP4N-LAPOR!. 

5. LAN belum pernah melakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! baik kepada pihak internal 

maupun eksternal. 
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C.  Rumusan Permasalahan 

        Berdasarkan idenfikasi masalah yang telah disampaikan diatas, maka bisa 

dilakukan perumusan identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi kebijakan sistem 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N-LAPOR!) di  

LAN? 

2. Bagaimana strategi mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan 

publiknya ke kanal SP4N-LAPOR? 

 

D. Tujuan Penelitian 

        Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan  

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan strategi LAN dalam mengintegrasikan 

pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya ke kanal SP4N-LAPOR 

3. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik melalui SP4N lapor! di LAN 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Akademis 

Dengan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional – layanan aspirasi dan 

pengaduan online rakyat (SP4N-LAPOR!), nantinya bisa memberikan hasil 

penelitian yang berkontribusi pada pengembangan kebijakan pembangunan 

khususnya kebijakan mengenai dengan manajemen pengaduan pelayanan 

publik nasional. 

 

2. Praktis 

Dengan mengetahui implementasi kebijakan system pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik nasional (SP4N), hasil penelitian bisa memberi manfaat 

berupa masukan dan rekomendasi kebijakan bagi Lembaga Administrasi 
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Negara (LAN) dalam rangka pengimplementasian kebijakan pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik nasional sesuai amanat “Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPABRB) 

Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional (SP4N)”. Selain itu juga menyusun pedoman internal 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan standar operasional prosedur 

(SOP) pengelolaan pengaduan pelayanan publik. 


